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PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR  06/PMK.07/2010 
TENTANG 

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM 
PERTAMBANGAN  PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 
Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun 
Anggaran 2010; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas 
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003                  
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4327); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5075); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang 
Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
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Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa 
dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk 
Membangkitkan Energi Listrik; 

 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 

tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 
tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum 
Negara; 

 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 
tentang Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer ke Daerah; 

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral                   
Nomor: 2466 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah 
Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil 
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, Minyak Bumi, 
Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 
2010; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM 
PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 
2010. 

Pasal 1 
(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi untuk masing-

masing Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan perkiraan. 
(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan berdasarkan realisasi 
penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi tahun 
anggaran berjalan. 

Pasal 2 
(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), disusun berdasarkan perkiraan 
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